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PRESIDEMN
REPUBLIK INCONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Kabinet Pemerintah dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk

lebih menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional

Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H,
Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak—hak Asasi Manusia Indonesia;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi
Manusia Indonesia, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan mengubah rumusan ayat (1) dan ayat (2), dan menambah 3 (tiga) ayat baru yang
ditempatkan menjadi ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3
(1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penasihat ;1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; dan

3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Ketua

merangkap anggota : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
Wakil Ketua |

merangkap anggota : Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua Il



merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri;

Sekretaris . Direktur Jenderal Perlindungan
Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
Anggota Menteri Pertahanan;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Menteri Kesehatan;
Menteri Pendidikan Nasional;
Menteri Agama;
Menteri Sosial;
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Jaksa Agung;

11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Kepala Badan Intelijen Negara;

14. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

15. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

16. Ketua Palang Merah Indonesia.

(2) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional, membentuk Panitia Pelaksana yang
anggotanya terdiri atas para pejabat eselon | Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan pejabat dari
lembaga lain yang terkait yang disamakan dengan pejabat eselon | tersebut.

(3) Panitia Pelaksana membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri atas pejabat Lembaga Pemerintah dan
pejabat yang disamakan dari lembaga lain yang terkait, serta para pakar dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat,
untuk menangani masalah tertentu.

(4) Panitia Nasional merekomendasikan Pembentukan Panitia Daerah.

(5) Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana berkedudukan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan mengubah rumusan dan ditempatkan menjadi ayat (1), dan menambah 2 ayat baru
yang ditempatkan menjadi ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia
yang ditangani oleh Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana dibebankan pada anggaran belanja Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia di
masing-masing instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi atau lembaga.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia di
daerah, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.”

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4A

Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Panitia Nasional.”

4. Mengubah Lampiran Angka |, dengan:

a. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 4;
b. menambah 1 (satu) rumusan baru yang ditempatkan dalam nomor urut angka 5; dan

c. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 5 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 6,



dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

5. Mengubah Lampiran Angka Il, dengan:

a. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 6 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 7;
menyempurnakan rumusan nomor urut angka 7 dan menempatkannya menjadi nomor urut angka 8;

c. menghapus rumusan nomor urut angka 13 dan angka 14, dan mengganti dengan rumusan baru yang
ditempatkan menjadi nomor urut angka 14;

d. menyempurnakan rumusan nomor urut angka 17; dan

e. menambah 2 (dua) rumusan baru yang ditempatkan dalam nomor urut angka 20 dan angka 21;

dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

6. Mengubah Lampiran Angka Ill, dengan menempatkan nomor urut angka 20 menjadi nomor urut angka 22 dan
menyempurnakan nomor urut angka 21 dengan menempatkannya menjadi nomor urut angka 23;

dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
7. Mengubah Lampiran Angka IV, dengan:

a. menyempurnakan rumusan butir 1 huruf a Angka I;

b. menyempurnakan rumusan butir 2 huruf b dan huruf ¢ Angka lI;

c. menggabungkan butir 4 huruf d dan huruf e Angka Il menjadi huruf d;
d. menyempurnakan rumusan butir 2 huruf a dan butir 6 Angka IlI;

e. menghapus rumusan butir 7 Angka 11l dan menempatkan rumusan butir 8 Angka Il menjadi butir 7;
f.  menyempurnakan rumusan huruf A butir 1 huruf b Angka IV;
g. menyempurnakan rumusan huruf A butir 6 huruf g Angka IV;

h. menyisipkan rumusan baru yang ditempatkan dalam Huruf B butir 2 huruf ¢ Angka 1V, dan menempatkan huruf c
menjadi huruf d;

i. menyempurnakan rumusan huruf b butir 4 Huruf B Angka IV menjadi huruf b dan ¢ dan menempatkan huruf ¢
dan d menjadi huruf d dan e;

j.  menambah rumusan baru yang ditempatkan menjadi huruf ¢c dan d Angka IV;

dengan rumusan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal I

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Il

ttd.
Edy Sudib





